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Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  berlangsung selama satu bulan 
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lima hari kerja yaitu hari Senin - Jum’at, yaitu mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB 
dan pukul 07.30 – 15.30 WIB (pada bulan ramadhan). 
Kegiatan yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan Praktik Kerja 
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masuk dan surat keluar dalam jurnal surat,  membantu membuat surat tugas dan 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Pada abad ke-20 tantangan bagi setiap negara maupun individu 
semakin meningkat, tantangan ini terus terjadi seiring perkembangan 
zaman. Tantangan yang harus di hadapi pada masa ini adalalah era 
globalisasi, modernisasi, pasar bebas dan yang baru – baru ini akan 
diterapkan adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Era ini 
perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan semakin 
meningkat menuntut masyarakat untuk bersiap menghadapi tantangan ini. 
Tantangan yang akan semakin terlihat pada era ini adalah persaingan 
didunia pekerjaan. Setiap individu harus bersiap dengan meningkatkan 
kemampuan dan keahlian dibidang yang dikuasainya.  
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahliannya dimulai 
dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia itu sendiri sehingga 
akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, professional, 
berintegritas dan memiliki daya saing yang tinggi. Menanggapi tantangan 
ini Perguruaan Tinggi sebagai wadah untuk menyiapkan mahasiswa/i-nya 
yang dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang baik dalam 
bidangangnya, guna siap menghadapi tantangan juga harus bertanggumg 
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jawab mempersiapkan diri untuk menghasilkan lulusan yang 
berkualitas, professional dan kompetitif.  
Universitas Negeri Jakarta sebagai institusi pendidikan tinggi 
negeri memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam membangun jiwa 
pemimpin yang berkualitas, professional dan kompetitif di masa depan. 
Universitas Negeri Jakarta mempunyai program untuk mempersiapkan 
mahasiswa dengan lulusan yang berkualitas, profesional dan kompetitif 
yaitu dengan Program Praktik Kerja Lapangan. Selaim itu, Program 
Praktik Kerja Lapangan diadakan  untuk menjadi salah satu persyaratan 
yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa/i Universitas Negeri Jakarta, 
khususnya Fakultas Ekonomi. 
Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu bentuk pendidikan 
dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk 
berpartisipasi dengan tugas langsung di lembaga BUMN, BUMD, 
Perusahaan swasta dan instansi pemerintas setempat. Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) adalah suatu wujud relevansi antara teori yang didapat 
selama di perkuliahan dengan praktik yang ditemui baik dalam dunia 
usaha swasta maupun pemerintah.  
Praktik kerja lapangan bertujuan untuk memberi kesempatan 
kepada mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung 
tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan 
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karier.  Pada saat di lapangan melaksanakan praktik kerja, mahasiswa 
dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki serta 
menjadi media pengaplikasian dari teori yang diperoleh dari bangku kuliah 
ke tempat kerja. Sesuai dengan program studi praktikan yaitu Pendidikan 
Ekonomi dengan konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Praktikan memilih 
melakukan Praktik Kerja Lapangan di suatu lembaga pemerintahan yaitu 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia karena berkaitan dengan 
bidang yang praktikan pelajari yaitu Pemeriksaan Akuntansi 
(Pengauditan). 
Dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan dapat 
menciptakan suatu kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan 
Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga Universitas Negeri Jakarta dapat 
melahirkan mahasiswa/I dengan lulusan terbaik yang berkualitas, 
professional dan kompetitif serta siap terjun kedunia kerja dan bersaing 
dengan tenaga kerja lainnya. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) diatas, maksud dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang 
diterapkan oleh Universitas Negeri Jakarta adalah: 
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu khususnya unit kerja 
praktikan saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, yaitu pada 
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Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dibidang Pemeriksaan 
Akuntansi (Pengauditan). 
2. Menambah pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keahlian di 
bidang Pemeriksaan Akuntansi sebelum terjun langsung ke dunia 
kerja. 
3. Membandingkan dan menganalisis teori-teori yang praktikan peroleh 
dari perguruan tinggi pada praktik kerja yang dilakukan secara 
langsung. 
 
Berdasarkan latar belakang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) diatas, tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah : 
1. Menlaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan prasyarat 
mata kuliah wajib bagi Mahasiswa jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Praktek Kerja Lapangan (PKL) memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang 
instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan 
karier. Ketika di lapangan melaksanakan praktek kerja, mahasiswa 
dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki. 
3. Praktek Kerja Lapangan menjadi media pengaplikasian dari teori yang 
telah diperoleh praktikan dari bangku kuliah ke tempat kerja. 
4. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan 
instansi. Praktek Kerja Lapangan  dapat menjadi media promosi  
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lembaga terhadap institusi kerja. Kualitas lembaga perguruan tinggi 
dapat terukur dari kualitas para  mahasiswa yang melaksanakan 
praktek kerja lapangan tersebut. Selain itu praktek kerja lapangan juga 
dapat membantu institusi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja 
akademis yang sesuai dengan  kebutuhantenaga kerja yang 
dimilikinya. 
5. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh di lapangan. 
Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di 
kelas dengan yang ada di lapangan. Praktek Kerja Lapangan sangat 
membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman kerja 
sehingga dapat menjadi tenaga kerja professional nantinya. 
6. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja. 
Praktek kerja lapangan akan memberikan pendidikan berupa etika 
kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), berikut 
adalah manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait 
dalam program Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersebut: 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa memperoleh pengetahuan yang baru tentang dunia 
kerja yang tidak didapat di bangku kuliah, sehingga wawasan 
mahasiswa menjadi luas dan bertambah dengan adanya 
pelaksanaan program praktik kerja lapangan. 
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b. Mahasiswa mendapatkan keterampilan dan keahlian yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pada perusahaan 
swasta maupun instansi pemerintahan. 
c. Melalui praktik kerja lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk 
pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja.  
d. Melatih pola berfikir dan tingkah laku mahasiswa untuk menjadi 
tenaga kerja yang berkualitas, profesional dan kompetitif. 
e. Selain itu, mahasiswa akan menumbuhkan tingkat kedisiplinan dan 
rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktik kerja 
lapangan. 
2. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi 
a. Lembaga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, Lembaga 
BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. 
Praktek Kerja Lapangan dapat mempromosikan keberadaan 
Akademik di tengah-tengah dunia kerja. 
b. Menilai kemampuan dan mengetahui keterampilan mahasiswa 
dalam menguasai dan mengaplikasikan materi-materi yang 
diperoleh di bangku perkuliahan. 
c. Mengukur kesesuaian materi-materi yang diberikan dibangku 
perkuliahan dengan pengaplikasian nyata dalam dunia kerja untuk 




3. Bagi Tempat Praktik Kerja Lapangan 
a. Institusi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang 
berwawasan akademi dari praktek kerja lapangan tersebut. 
b. Dunia kerja atau institusi kerja tersebut akan memperoleh tenaga 
kerja yang sesuai dengan bidangnya.  
c. Kemudian laporan praktek kerja lapangan dapat dimanfaatkan 
sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi umum 
institusi tempat praktik tersebut. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
sebuah kantor instansi pemerintah. Berikut ini merupakan informasi data 
perusahaan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 
Nama Instansi  : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI 
Alamat  : Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210 
Telepon   : (021) 25549000 Ext. 1182 
No Fax  : (021) 57953198 
Web   : www.bpk.go.id 
Bagian Tempat PKL  : Bagian Auditorat Keuangan Negara II, Sub bagian 
Manajemen Intern AKN II.B, Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia. 
Adapun yang menjadi bahan pertimbangan praktikan dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sub Manajemen Intern 
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AKN II, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikarenakan 
BPK – RI merupakan suatu instansi pemerintah yang terbaik dan tepat 
untuk dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan untuk mengenal dan 
memahami serta memperoleh pengalaman mengenai dunia kerja, 
khususnya pemeriksaan akuntansi (Akuntansi audit) terkait dengan 
penerapan akuntansi yang digunakan pada instansi pemerintahan.  
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu yang dibutuhkan oleh praktikan untuk melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 1 (satu) bulan / 22 hari kerja, yang 
dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan 11 juli 2014. 
Sebelum melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
sebelumnya praktikan dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia melakukan kesepakatan untuk menentukan jadwal waktu 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
1. Tahap Persiapan 
Pada saat tahap persiapan ini, hal pertama yang praktikan lakukan 
adalah mencari referensi tentang informasi mengenai tempat 
instansi/perusahaan yang dapat menerima mahasiswa untuk melakukan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sesuai dengan bidang praktikan 
dengan cara mencari di internet dan masukan dari senior. Setelah 
mencari informasi mengenai tempat instansi/perusahaan yang dapat 
melakukan Praktik kerja lapangan akhirnya praktikan menemukan 
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tempat praktik kerja lapangan yang sesuai sesuai dengan bidang 
praktikan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
Selanjutnya, praktikan mempersiapkan surat-surat yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan seperti surat pengantar 
dari Fakultas Ekonomi untuk kemudian diberikan kepada  pihak Badan 
Pemeriksa keuangan. Pada tanggal 07 April 2014, Praktikan mengambil 
formulir untuk membuat surat pengantar dari Fakultas Ekonomi yang 
selanjutnya diberikan kepada pihak BAAK untuk dibuatkan surat 
pengantar. Setelah mendapat persetujuan dari Fakultas Ekonomi dan 
BAAK, praktikan mendapatkan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dari Fakultas Ekonomi dan BAAK yang selanjutnya akan 
praktikan berikan kepada Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Badan 
Pemeriksa Keuangan. Setelah Kepala Biro Humas dan Luar Negeri 
BPK menerima surat permohonan PKL yang telah praktikan berikan, 
pihak kepala biro humas dan luar negeri BPK menyampaikan surat 
pengantar tersebut ke Auditorat Keuangan Negara II pada 6 Mei 2014. 
Selanjutnya, praktikan menunggu kabar dari Pihak Kepala Biro Humas 
dan Luar Negeri kurang lebih selama beberapa minggu dan setelah 
menunggu akhirnya pihak BPK menghubungi praktikan bahwa surat 
permohonan PKL telah disetujui oleh pihak Auditorat Keuangan 
Negara II dan praktikan dapat memulai pelaksanaan PKL pada tanggal 
10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 sesuai kesepakatan 




2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 1 
bulan (22 hari kerja) dimulai dari tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan 
11 Juli 2014.  Dengan jadwal waktu kerja sebanyak lima hari  dalam 
seminggu (Senin-Jumat), jam kerja saat melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB. Sedangkan, terhitung 
dari tanggal 30 Juni 2014 bertepatan pada bulan Ramadhan maka pihak 
Badan Pemeriksa Keuangan mengubah jam kerja sementara selama 
bulan Ramadhan yaitu jam kerja dimulai pada pukul 07.30 – 15.30 WIB 
dan jadwal kerja tetap selama lima hari dalam seminggu (senin – 
jum’at). 
3. Tahap Penulisan Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pada tahap ini, praktikan melakukan penulisan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal  20 0ktober 2014 hingga 
21 November 2014. Tahap penulisan yang di lakukan oleh praktian 
adalah diawali dengan mencari data-data yang dapat mendukung 
penulisan laporan PKL praktikan dari berbagai sumber. Setelah data-
data tersebut terkumpul selanjutnya data tersebut diolah menjadi 
laporan yang lengkap dan sistematis sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan oleh pihak fakultas. Setelah laporan pelaksanaan praktik 
kerja lapangan selesai sesuai dengan prosedur maka laporan 
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pelaksanaan ini diserahkan kepada dosen pembimbingan sebagai tugas 




















TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Organisasi 
Cikal bakal ide pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan berasal dari 
Raad van Rekenkamer pada zaman Hindia Belanda. Beberapa Negara lain 
juga mengadakan lembaga yang semacam ini untuk menjalankan fungsi-
fungsi pemeriksaan atau sebagai external auditor terhadap kinerja keuangan 
pemerintah. Misalnya, di RRC juga terdapat lembaga konstitusional yang 
disebut Yuan Pengawas Keuangan sebagai salah satu pilar kelembagaan 
Negara yang penting. Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan 
lembaga ini sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh 
parlemen.Oleh karena itu, kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan 
legislative, atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan 
yang dijalankan oleh DPR.Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang 
dilakukan oleh BPK ini harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR 
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, 
berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa diadakan 
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suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan 
dengan Undang-Undang selanjutnya Hasil pemeriksaan itu disampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM 
tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa 
Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota 
Magelang telah di keluarkan berdasarkan amanat UUD Tahun 1945.  
 
Gambar II.1 Gedung pertama BPK RI Magelang 
Sumber : http://www.bpk.go.id/page/sejarah 
 
Badan Pemeriksa Keuangan pada saat itu hanya memiliki 9 orang 
pegawai dan R. Soerasno menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia yang pertama. Untuk memulai tugasnya, 
Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 
telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia 
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mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang 
Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan 
perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene 
Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan 
IAR. 
Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 
tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang 
ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta 
tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD 
Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan 
SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 
Agustus 1949. 
Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat 
(RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka 
dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang 
merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat 
R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat 
sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas 
Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene 





Gambar II.2 Kantor BPK RI di Bogor 
Sumber : http://www.bpk.go.id/page/sejarah 
 
Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas 
Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung 
dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan 
berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan 
RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan 
Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di 
Bogor. 
Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang 
menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan 
Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan 
Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. 
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Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan 
Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas 
Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa 
Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan 
kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR. 
Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg 
Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta 
resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-
keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga 
dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka 
pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 
Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 
Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. 
Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 
1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar 
Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas 
penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK 
RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. 
Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 
Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai 
Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu 
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diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 
Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah 
mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan 
Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga 
pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan 
dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan 
kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya 
lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih 
dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. 
Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur 
BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen 
BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam 
Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab 
VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. 
Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat 
Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu; 
 UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara 
 UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 
 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara 
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1. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan RI 
Visi 
“Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong 
terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.” 
Misi  
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk 
penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.  
 
2. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang memeriksa 
tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan 
tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan.BPK 
merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengawasi 
semua kekayaan negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya.BPK berkedudukan 
di Jakarta dan memiliki perwakilan di provinsi. 
Adapun mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas 
lembaga kenegaraan ini mengambil alih fungsi Algemeene Rekenkamer. 
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Bahkan Indische Comptabilietswet (ICW) dan Indische Bedrijvenswet 
(IBW) tetap lestari menjadi acuan kerja BPK sampai munculnya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. Bahkan 
Soepomo sendiri secara eksplisit mengatakan bahwa badan ini '... dulu 
dinamakan Rekenkamer.  
Selanjutnya, kedudukan BPK ini terlepas dari pengaruh dan 
kekuasaan Pemerintah.Akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.Lebih 
jauh hasil pemeriksaan BPK itu diberitahukan kepada DPR. Artinya, BPK 
hanya wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR. Dengan 
demikian BPK merupakan badan yang mandiri, serta bukan bawahan 
DPR. Hal yang sama dijumpai pula pada hubungan kerja antara Algemeene 
Rekenkamer dengan Volksraad. 
Kedudukan BPK juga terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi : 
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri 
dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.  
Sedangkan pasal 3 berbunyi:  
1.      BPK berkedudukan diibukota Negara. 
2.      BPK memiliki perwakilan disetiap provinsi. 
3.      Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan negara, 
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Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Sebagai Pemegang Kekuasaan 
Auditatif. 
Pada dasarnya Badan Pemeriksa Keuangan bertugas melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.Dengan adanya 
pengawasan tersebut diharapkan tidak terjadi penyimpangan ataupun guna 
menghindari adanya praktek-praktek yang mengakibatkan terjadinya 
kergian negara. 
Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur 
dalam UUD 1945 pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab tentang keuangan Negara.. Selain itu dalam Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, ditegaskan pula tugas dan wewenang 
BPK untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan 
Negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan berwenang untuk 
meminta keterangan berkenaan dengan tugas yang diembannya. Di sinilah 
peran BPK untuk senantiasa melaporkan hasil auditnya kepada lembaga 
yang kompeten untuk pemberantasan korupsi.Validitas data BPK dapat 
dijadikan data awal bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas 
indikasi korupsi yang dilaporkan. Laporan BPK yang akurat juga akan 
menjadi alat bukti dalam pengadilan. Bukti peran BPK cukup berpengaruh 
besar terhadap proses penindakan kasus-kasus korupsi yaitu banyak proses 
hukum akan terhambat jika hasil audit BPK tidak kunjung selesai.  
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Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara.Hasil 
pemeriksaan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
kewenangannya.Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Pelaksanaan 
pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
undang-undang. 
 
Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu : 
1. Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang memeriksa tanggung 
jawab tentang keuangan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya 
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri 
di atas pemerintah. 
2. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tertinggi Negara yang 
dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 
pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. 
 
3. Fungsi dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan 
          BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud 
dalam UUD RI tahun 1945. 
BPK bertugas memeriksa dan bertanggungjawab keuangan Negara yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara 
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lainnya, Bank Indonesia, BUMN,, Badan Layanan Umum, BUMD, dan 
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara berdasarkan 
undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai 
dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang hasil pemeriksaannya 
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya 
untuk ditindaklanjuti.Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsure 
pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama satu 
bulan sejak diketahui adanya unsure pidana tersebut untuk dijadikan dasar 
penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam kedudukan yang semakin kuat dan kewenangan yang makin 
besar itu, fungsi BPK itu sebenarnya pada pokoknya tetap terdiri atas tiga 
bidang, yaitu: 
a. Fungsi operatif, yaitu berupa pemeriksaan, pengawasan, dan 
penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan 
atas negara. 
b. Fungsi yudikatif, yaitu berupa kewenangan menuntut perbendaharaan 
dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharawan dan pegawai negeri 
bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hokum atau 
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melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan 
kekayaan negara. 
c. Fungsi advisory, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah 
mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. 
 
Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK berwenang: 
a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan 
pemeriksaan, menetukan waktu dan metode pemeriksaan serta 
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. 
b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh 
setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
dan lembaga negara lainnya. 
c. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik 
negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha 
keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, 
surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan 
daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara. 
d. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib 
disampaikan kepada BPK. 
e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi 
dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan 
dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 
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f. Menetapkan kode etik dan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara. 
g. Menggunakan tenaga ahli dan /atau tenaga pemeriksa diluar BPK yang 
bekerja untuk dan atas nama BPK. 
h. Membina jabatan fungsional pemeriksa. 
i. Memberikan pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan. 
j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern 
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. 
 
Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang 
untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang 
diakibatkan oleh perbuatan melawan hokum baik sengaja maupun lalai 
yang dilakukan oleh bendahara, pengelolaan Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 
menyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara serta memantau 
penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh 
pemerintah terhadap pegawai negeri  bukan bendahara atau pejabat lain, 
pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada daerah, 
pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 
keuangan negara yang telah oleh ditetapkan BPK serta pelaksanaan 
pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 
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diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan 
kewenangannya. 
Selain itu, BPK juga mempunyai kewenangan untuk memberikan 
pendapat kepada DPR, DPD dan DPRD, Pemerintah pusat/Pemerintah 
Daerah, Lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan 
Umum, BUMD, Yayasan, dan Lembaga atau badan lain, yang diperlukan 
karena sifat pekerjaannya, memberikan pertimbangan atas penyelesaian 
kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah 
Daerah serta meberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai 
kerugian negara/daerah. 
 
4. Pola Hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Lembaga 
lain 
1) Hubungan Antara BPK-RI Dan MPR-RI 
Sejak dilakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 
1945 oleh MPR-RI, BPK-RI meningkatkan hubungan kerja dengan 
MPR-RI, di antaranya melalui Rapat Kerja antara Panitia Ad Hoc 
(PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR-RI dan BPK-RI yang 
diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2000. Hubungan kerja 
dimaksud, diselenggarakan terutama dalam rangka perumusan materi 
Bab dan atau pasal-pasal tentang ”Hal Keuangan”, dan materi Bab dan 
ataupasal-pasal tentang “Badan Pemeriksa Keuangan” yang akan 
dimuat dalam “Amandemen Undang Undang Dasar 1945”. 
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Hasil konsultasi antara PAH-I BP MPR-RI dan BPK-RI pada 
bulan Februari 2000, adalah kesepakatan antara PAH-I BP MPR-RI 
dan BPK-RI untuk mengusulkan kepada Sidang Paripurna MPR-RI 
dua pasal baru mengenai BPK-RI dalam Undang Undang Dasar 1945 
yang diamandemen. 
 Pasal pertama;mengukuhkan kedudukan BPKRI sebagai satu-
satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara, 
dan sekaligus menentukan bahwa BPK-RI berkedudukan baik 
di Ibukota Negara dan di ibukota provinsi. 
  Pasal kedua;mengatur kembali pemilihan anggota dan 
pimpinan BPK-RI. 
Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja antara PAH-I BP 
MPRRI dan BPK-RI pada tanggal 16 Februari 2000, yang membahas 
Amandemen UUD 1945, BPK-RI menyampaikan usulan materi satu 
pasal yang terdiri atas 3 ayat Bab IX tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagai bahan Amandemen Undang Undang Dasar 1945 
kepada Ketua PAH-I BP MPR-RI dengan Surat BPK-RI Nomor: 
26/S/I/4/2000 tanggal 3 April 2000. Materi pasal dimaksud beserta 
dasar pemikirannya adalah sebagai berikut ini. 
1. Pasal 24 ayat (1) 
Untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban 
Pemerintah tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan 
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Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan 
Undang-undang. 
2. Pasal 24 ayat (2) 
Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara 
yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, DPR 
dan Lembaga Tinggi Negara lain (independen); Badan itu 
bukanlah pula Badan yang berdiri di atas Pemerintah. Badan 
Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan 
memiliki Perwakilan yang berkedudukan di setiap Ibukota 
Provinsi. 
3. Pasal 24 ayat (3) 
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 
yang ditetapkan oleh MPR-RI pada tanggal 9 November 2001, 
memuat pengaturan tentang BPK-RI dalam satu Bab, yaitu 
“Bab VIIIA” yang terdiri dari tiga pasal yaitu : 
4. Pasal 23E 
1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan 
yangbebas dan mandiri. 
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan 
kewenangannya. 
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 
5. Pasal 23F 
1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan olehPresiden. 
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 
anggota. 
6. Pasal 23G 
1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota 
negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa 
Keuangan diatur dengan undang-undang. 
2) Hubungan Antara BPK-RI dan DPR-RI/DPRD 
a. Hubungan Dengan DPR-RI 
Hubungan antara BPK-RI dengan DPR-RI terjadi 
karena kewajiban BPK-RI memberitahukan hasil 
pemeriksaannya kepada DPR-RI sebagai bahan pelaksanaan 
tugasnya mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan termasuk 
pengelolaan keuangan negara. Untuk mengatur tata cara 
penyerahan hasil pemeriksaan BPKRI telah disusun 
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Kesepakatan Bersama antara Pimpinan BPK-RI dan DPR-RI 
tanggal 25 Januari 1977 yang dikukuhkan kembali dengan 
Ketetapan MPR-RI No.III/TAP/MPR/1978 Pasal 10 ayat (3) 
mengatur mengenai : pemberitahuan hasil pemeriksaan BPK-
RI, penyampaian Buku HAPSEM BPK-RI kepada DPR-RI, 
dan pertemuan-pertemuan lain dalam hal diperlukan bahan-
bahan atau penjelasan khusus tentang suatu masalah yang 
menyangkut keuangan negara dan yang menjadi kewenangan 
BPK-RI. 
b. Hubungan Dengan DPRD 
Pasal 23E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang Undang 
Dasar 1945 mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI 
antara lain diserahkan kepada DPRD. Hubungan antara BPK-
RI dan DPRD sebenarnya merupakan hubungan tiga pihak tiga 
pihak yakni: (1) Kepala Daerah sebagai pihak yang wajib 
menyusun Laporan Keuangan, (2) BPK-RI sebagai pihak yang 
wajib melakukan audit (mandatory audit), dan (3) DPRD 
sebagai pihak yang akan menggunakan Laporan Keuangan. 
Hubungan dimaksud merupakan hubungan saling melengkapi 
dan tidak dapat dipisahkan ataupun ditiadakan, dalam 
hubungan ini BPK-RI memegang peranan sentral karena berada 
di tengah. Terhadap lembaga perwakilan, hubungan 
kelembagaan BPK RI dilakukan terutama pada saat 
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penyerahaan hasil pemeriksaan BPK RI, baik hasil 
pemeriksaan rutin berupa LHP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) maupun laporan hasil audit on call. 
Selain itu, BPK RI juga melaksanakan konsultasi 
dengan alat–alat kelengkapan lembaga perwakilan seperti 
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Panitia 
Akuntabilitas Publik (PAP), dan alat kelengkapan seperti 
BAKN di level DPRD.  
 
3) Hubungan Antara BPK-RI dan Pemerintah 
Hubungan kerja antara BPK-RI dan Pemerintah merupakan 
hubungan antara pemeriksa independen dan auditee yang berkaitan 
dengan tugas konstitusional BPK-RI, yaitu memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara. Di 
samping itu, BPK-RI juga menyelenggarakan fungsi yang terkait 
dengan kewenangan Pemerintah, yaitu memberikan rekomendasi 
terhadap proses tuntutan perbendaharaan (TP) dan memberikan 
pertimbangan atas penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah. 
a. Hubungan BPK-RI Dengan Kejaksaan Agung  
Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi masing-masing lembaga secara seimbang dan 
proporsional dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari KKN, maka BPK-RI memandang perlu 
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untuk mengadakan suatu bentuk kerja sama dengan Kejaksaan 
Agung dengan tujuan agar dapat dicapai suatu koordinasi kerja 
yang baik dalam melakukan tindakan hukum atas temuan-
temuan pemeriksaan BPK-RI atas pengurusan keuangan negara 
yang diduga terdapat sangkaan tindak pidana korupsi, untuk 
dapat diproses secara cepat, tepat dan tuntas dengan 
menggunakan instrumen pidana atau perdata. Kerja sama 
tersebut dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama Ketua 
BPK-RI dengan Jaksa Agung RI tanggal 19 Juni 2000. 
Berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut dan sebagai wujud 
dari pelaksanaan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1973, 
BPKRI dalam kurun waktu 1998 s.d Maret 2004 telah 
menyampaikan 12 buah Hasil Pemeriksaan yang 
berindikasikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung 
untuk segera dapat dilakukan langkahlangkah yuridis. 
b.  Hubungan BPK-RI Dengan Kepolisian 
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1973 
berikut penjelasan-nya, BPK-RI juga melakukan hubungan 
kerja dengan pihak Kepolisian, terutama dalam upaya untuk 
memproses lebih lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI yang 
berindikasikan tindak pidana korupsi (TPK). Dengan aparat 
penegak hukum, hubungan kelembagaan BPK RI berkaitan 
dengan pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam 
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pemeriksaan BPK RI dan permintaan keterangan ahli dari 
pemeriksa BPK RI. Dari sisi pihak terperiksa, rekomendasi 
dalam LHP yang diserahkan BPK RI merupakan rekomendasi 
yang harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu. 
 
4) Hubungan BPK-RI Dengan Mahkamah Agung 
BPK-RI melakukan hubungan kerja dengan Mahkamah 
Agung (MA), terutama berkaitan dengan permohonan 
pertimbangan hukum atas hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan 
BPK-RI. 
5) Hubungan Antara BPK-RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang 
dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, 
bertugas antara lain memonitor para penyelenggara Pemerintahan 
Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPK berkewajiban 
menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikannya antara lain 
kepada BPK-RI. 
6) Hubungan Antara BPK dengan DPR dan DPD 
BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, 
DPD, dan DPRD (sebagai lembaga perwakilan). Dengan 
pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan yaitu 
menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan 
perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena 
saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di 
daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada 
DPR juga pada DPD dan DPRD. Selain dalam kerangka 
pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah 
dalam hal proses pemilihan anggota BPK.  
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5. Opini BPK 
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) 
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran 
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 
didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi 
pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 
pengendalian intern. 
6. Kantor Perwakilan BPK 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini telah memiliki kantor 
perwakilan pada 34 provinsi di Republik Indonesia. Kantor Perwakilan 
tersebut bertempat di ibukota provinsi. 
 
B. Struktur Organisasi 




Gambar II.3 Logo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan 
Lambang Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk bulat dan terdiri dari: 
1. Garuda Pancasila, melambangkan Badan Pemeriksa Keuangan 
sebagai Lembaga Tinggi Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai 
satu-satunya azas Negara Republik Indonesia serta berkewajiban 
melestarikan Pancasila dan UUD 1945. 
2. Motif Cakra, melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang 
berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketentraman dunia dari 
angkara murka. Cakra merupakan bentuk utama Lambang Badan 
Pemeriksa Keuangan adalah sebagai alat Bangsa Indonesia untuk 
menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh 
Pemerintah selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna. 
3. Tiga Buah Mata Tombak, melambangkan bahwa ruang lingkup 
Badan Pemeriksa Keuangan meliputi :  
o Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta 
ketaatan terhadap peraturan dan perundangan. 
o Pemeriksaan atas daya guna (efisiensi dan kehematan) ekonomi. 
o Pemeriksaan atas hasil program (efektivitas). 
4. Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung kecil pada sisi bagian 
luar Cakra, melambangkan tahun kelahiran Badan Pemeriksa 
Keuangan yaitu tahun 1947. 
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5. Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menompang Cakra, 
merupakan “Padmasana” yang berarti tahta bunga teratai 
melambangkan kesuburan lahir batin. 
6. Makna Cakra ditopang oleh bunga teratai tersebut ialah Badan 
Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara melaksanakan 
tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 
dan Lembaga-lembaga Tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan 
terhadap independensi dalam setiap kegiatan. 
7. Tujuh lembar kelopak bunga teratai, juga melambangkan bahwa 
Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senantiasa 
berlandaskan pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa 
yang masing-masing berjumlah tujuh butir. 
8. Warna Lambang Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning 
emas, mempunyai makna keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara, sedangkan warna putih 
pada kelopak bunga teratai mempunyai makna kesucian, kebersihan, 
dan kejujuran. 
2. Pimpinan dan Anggota 
Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 Tentang Struktur Organisasi Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Struktur Organisasi Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri atas : 
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a. Sekretariat Jenderal 
b. Inspektorat Utama;  
c. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan 
Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;  
d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan 
Keuangan Negara  
e. Auditorat Utama Keuangan Negara I;  
f. Auditorat Utama Keuangan Negara II;  
g. Auditorat Utama Keuangan Negara III;  
h. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;  
i. Auditorat Utama Keuangan Negara V;  
j. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;  
k. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;  
l. Perwakilan BPK RI;  
m. Staf Ahli;  























Gambar II.4 : Struktur BPK RI 
Sumber :http://www.bpk.go.id/page/struktur-organisasi 
Dalam struktur organisasi, BPK RI mempunyai 9 orang anggota, 
dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua 
merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan 
selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa 
jabatan. 
Berikut adalah daftar anggota BPK: 
Anggota BPK periode 2004-2009 
1. Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E, M.P.A. (ketua) 
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2. H. Abdullah Zainie, S.H. 
3. Drs. Imran, Ak. 
4. I Gusti Agung Rai, Ak, M.A. 
5. Hasan Bisri, S.E. 
6. Drs. Baharuddin Aritonang 
7. Irjen Pol. Drs. Udju Djuhaeri 
Anggota BPK periode 2009-2014 
1. Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua) 
2. Dr. Ir. Herman Widyananda, SE, M.Si (Wakil Ketua) 
3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I) 
4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II) 
5. Hasan Bisri, SE, MM (Anggota III) 
6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV) 
7. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V) 
8. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI) 
9. Drs. T. Muhammad Nurlif (Anggota VII) 
Anggota BPK periode 2009-2014 (Jilid II) 
1. Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua periode 26 Oktober 2009 – 21 April 
2014) 
2. Hasan Bisri, S.E., M.M. (Wakil Ketua) 
3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I) 
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4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II) 
5. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota III) 
6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV) 
7. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V) 
8. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI kemudian menjadi Ketua periode 28 April 
2014 hingga sekarang) 
9. Bahrullah Akbar, Drs.(Anggota VII) 
Anggota BPK periode 2009-2014 (Jilid III) 
1. Dr. H. Rizal Djalil (Ketua periode 28 April 2014 - 15 Oktober 2014) 
2. Hasan Bisri, S.E., M.M. (Wakil Ketua) 
3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I) 
4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II) 
5. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota III) 
6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV) 
7. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V) 
8. Bahrullah Akbar, Drs.(Anggota VII) 
Anggota BPK periode 2014-2019 
1. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota I) 
2. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota II) 
3. Harry Azhar Azis (Anggota III) 
4. Achsanul Qosasi (Anggota IV) 
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5. Eddy Mulyadi Soepardi (Anggota V) 
Dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 34, BPK RI dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK RI yang 
terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan (Auditorat 
Utama Keuangan Negara/AKN I-VII), unit pelaksana tugas penunjang, 
perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK RI sesuai 
dengan kebutuhan. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
bagian Auditorat Keuangan Negara II, seksi Manajemen Internal AKN II.B 
(MIA AKN II.B). Auditorat Keuangan Negara II dikepalai oleh seorang 
Auditor Utama (TorTama). Pada bagian ini berfungsi sebagai unit pelaksana 
tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada BPK 
melalui Anggota II BPK. 
Seluruh komponen bagian yang ada dalam struktur organisasi 
dipimpin oleh kepala di tiap bagiannya, termasuk pada bagian praktikan 
melaksanakan PKL yaitu pada Auditorat Keuangan Negara II.  Auditorat 
Keuangan Negara II memiliki tiga sub bagian yang terdiri dari Auditorat II.A, 
Auditorat II.B dan Auditorat II.C. Pada tiap sub terdapat bagian pengelolaan 
manajemen khusus internal yang dinamakan Manajemen Intern Auditorat 
Keuangan Negara.  
Pada bagian MIA KN ini menjalankan fungsi sebagai pelayan dan 
penyedia semua yang dibutuhkan auditor dalam prosedur dan kegiatan 
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pemeriksaan akuntansi (audit) pada unit tertentu di setiap bagian. Adapun 












Gambar II.5 : Struktur Organisasi Auditorat Keuangan Negara II 
Sumber :http://www.bpk.go.id/page/struktur-organisasi 
 
Gambar II.6 : Struktur Sub Manajemen Intern KN II 
Sumber : Data diiolah penulis 
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C. Kegiatan Umum Organisasi 
Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi 
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 
1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan 




Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI bertugas untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha 
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 
Pada saat melaksanakan tugasnya, BPK RI melaksanakan tugas berdasarkan 
kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, BPK RI juga 
berpegang pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 
2006 Pasal 6 ayat 1). Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI berwenang 
untuk: (pasal 9-10)  




1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan 
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta 
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;  
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh 
setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan 
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; 
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang 
milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata 
usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-
perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, 
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan negara;  
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib 
disampaikan kepada BPK RI; 
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi 
dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan 
dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara;  
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara;  
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7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK RI 
yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI;  
8.  Membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;  
9.  Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;  
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern 
Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; dan  
11. Menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara yang 
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain 
yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.  
Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara, 
BPK RI berwenang memantau:  
a). Penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh 
Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan 
pejabat lain;  
b). Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada 
bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 
keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK RI;  
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c). Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang 
ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.  
Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bab VIII Pasal 
329, AKN II bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan 
nasional. 
 
Gambar II.7 : Peta Strategi BPK RI 




Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
330, AKN II menyelenggarakan fungsi:  
a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN II dengan 
mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana 
implementasi rencana strategis BPK; 
b. Perumusan rencana kegiatan AKN II berdasarkan rencana aksi, serta 
tugas dan fungsi AKN II;  
c. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada 
lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh 
AKN II maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang 
meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu;  
d. Pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN II;  
e. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD 
tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;  
f. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II, yang 
dilaksanakan oleh pemeriksa BPK dan pemeriksa dari luar BPK yang 
bekerja untuk dan atas nama BPK;  
g. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas AKN II, baik 
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh 
pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;  
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h. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II yang 
mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada 
instansi penegak hukum;  
i. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup 
tugas AKN II. 
Berdasarkan Pasal 373, Sub Auditorat Manajemen Intern AKN II 
yang biasa disebut Subaud MIA KN II, mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan manajemen intern pada AKN II. Fungsi Manajemen Internal 
Auditorat (MIA) sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan BPK RI No. 
39 adalah antara lain : 
a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan dukungan administrasi 
pemeriksaan;  
b. Pengkompilasian laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian 
negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;  
c. Pengelolaan sarana prasarana pendukung pemeriksaan;  
d. Pemantauan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di 
luar BPK; dan  
e. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan; 
Pada Pelaksanaan kegiatan Layanan Administrasi Pemeriksaan di 
dalam MIA AKN II dibagi menjadi dua yaitu pelaksanaan kegiatan 
kesekretarian dan pelaksanaan dukungan administrasi pemeriksaan. Hal ini 
diperlukan dalam persiapan berkas-berkas sebelum melakukan pemeriksaan 
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ke lapangan. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung pelayanan 
administrasi pemeriksaan, MIA AKN II akan melakukan update mengenai 
kelengkapan Database Entitas Pemeriksaan yang ada di Lingkungan AKN 
II.  
Bagian Alur kerja pada sub bagian MIA KN II – 2B mendapat 
perintah  langsung dari Auditorat II B yang terdiri dari sub II B.1 dan II B.2. 
Tugas yang diperoleh akan diberikan dan dikerjakan oleh tiap kepala seksi 
Manajemen Intern KN II berupa data administrasi dan kesekretariatan 













PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Pada saat Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, nilai-nilai dasar seperti 
Independensi, Integritas dan Profesionalisme sangat di tuntut oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan misinya. Pada kegiatan tersebut, 
praktikan ditempatkan pada Bagian Auditorat Keuangan Negara II Sub Bagian 
Manajemen Intern AKN II-2B. Bagian AKN II ini bertugas untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada bidang perekonomian 
dan perencanaan pembangunan nasional. AKN II melakukan kegiatan 
pemeriksaan laporan keuangan pada beberapa entitas yaitu sebagai berikut: 
1. Auditorat II.A dengan entitas pemeriksaan : Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan 
Cukai. 
2. Auditorat II.B dengan entitas pemeriksaan : Departemen Keuangan dan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 
3. Auditorat II.C dengan entitas pemeriksaan : Badan Koordinasi Penanaman 
Modal, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS), Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, 
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Badan Pusat Statistik, Badan Standarisasi Nasional, Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan, Bank Indonesia, Dirjen Industri Baja, 
Penjamin Simpanan, PT Perusahaan Pengelola Aset, Kementrian Koperasi 
dan UKM dan STAR SDP. 
Dalam bagian Auditorat terdapat satu Manajemen Intern KN II yang 
menyediakan dan mengelola semua kebutuhan seperti data administratif dan 
kesekretariatann. Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab pada Sub 
Bagian Manajemen Internal Auditorat, antara lain: 
a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan dukungan administrasi 
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II meliputi surat penugasan 
auditor, nota dinas, Surat Setoran Pajak, surat pencairan dana terkait 
honor  serta gaji auditor, surat perintah pemeriksaan, surat penyediaan 
sarana dan prasarana untuk pemeriksaan dan sebagainya; 
b. Pengkompilasian Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
AKN II yang salah satu kegiatannya adalah peng-input-an data 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor ke dalam aplikasi 
Sistem Pemeriksaan (SMP); 
c. Pengkompilasian laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian 
negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;  
d. Pengelolaan sarana prasarana pendukung pemeriksaan meliputi 
penyediaan semua perlengkapan selama pemeriksaan oleh auditor;  
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e. Pemantauan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari 
luar BPK; 
f. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama 
Keuangan Negara II;  
g. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Auditorat II.C.  
 
Tugas-tugas tersebut berlaku pada setiap sub MIA KN II yang 
mengakomodasi tiap-tiap sub Auditorat. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan, Praktikan ditempatkan pada bagian MIA KN II -2B. MIA KN 
II-2B di pimpin oleh kepala seksi dan jabatan tersebut di duduki oleh Ibu 
Lolita Setyawati sebagai kepala seksi di bagian tersebut. Seksi MIA KN 
II-2B ini menjalankan fungsi yang sama dengan Seksi MIA II yang 
lainnya yaitu mempersiapkan segala bentuk kebutuhan yang akan 
digunakan oleh pemeriksaan oleh auditor terkait mulai dari tahap 
penyiapan dokumen sampai dengan tahap pelaporan hasil pemeriksaan 
dengan mengumpulkan bukti-bukti pemeriksaan.  
Tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan selama 
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  antara lain: 
1. Membantu  mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan surat 
keluar dalam jurnal surat 
2. Membantu membuat surat tugas dan lembar disposisi dengan 
sistem SIMAR BPK RI 
3. Menginput dan memeriksa tagihan hutang 
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4. Menginput Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke dalam Sistem 
Pemeriksaan (SMP) BPK 
5. Membantu mengecek nota dinas auditor 
6. Membantu input Surat Setoran Pajak (SSP) menggunakan mesin 
ketik elektrik 
7. Memilah dokumen transaksi, dan Memperbanyak dokumen.  
Dalam menjalankan tugas yang telah di berikan oleh kepala seksi, 
praktikan  mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar walaupun 
terkadang praktikan mengalami kesulitan pada saat menyelesaikan tugas 
namun kesulitan tersebut dapat diatasi karenapraktikan mendapat 
bimbingan dari pembimbing PKL. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan, 
dimulai dari tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, dilaksanakan pada hari kerja sesuai dengan 
hari kerja yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu hari Senin 
sampai Hari Jum’at dengan jam kerja pukul 08.00wib – 17.00wib dan pukul 
07.30wib – 16.00wib pada bulan Ramadhan.  
Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan diberikan arahan 
mengenai tata tertib dan peraturan yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan 
terutama Tata terbid di Bagian Mia KN II-2B. selanjutnya praktikan diberikan 
informasi gambaran tentang Badan Pemeriksa Keuangan mulai dari struktur 
53 
 
organisasi dan masing-masing tata kerjanya yang meliputi dari BPK RI secara 
umum, unit pelaksana pemeriksaan hingga ke unit pembantu. Selain itu 
praktikan juga diberikan bimbingan dan pemaparan terkait tugas dan 
pekerjaan apa yang dilakukan selama masa Pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) serta pengenalan lingkungan kerja terutama pengenalan 
dengan karyawannya. 
Kemudian pada hari berikutnya, praktikan mulai diberikan beberapa 
pekerjaan yang termasuk dalam tugas Sub Manajemen Intern Auditorat KN II 
yaitu sebagai berikut:  
1. Mencatat transaksi dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar pada 
MIA 2B 
Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberi tugas untuk 
mencatat secara manual transaksi surat yang masuk maupun surat yang 
keluar berdasarkan bukti transaksi berupa surat terkait ke dalam jurnal 
surat, setelah surat masuk dan surat keluar dicatat praktikan mengarsipkan 
surat-surat tersebut dengan sistematis. Setiap transaksi surat dicatat sesuai 
dengan tanggal terjadinya, maksud dan tujuan dari surat tersebut, asal 
surat, tempat yang ditujukannya, dan tanda tangan sebagai bukti surat telah 
diterima maupun dikirim kepada pihak yang bersangkutan. Transaksi 
surat-surat tersebut diklasifikan sesuai dengan jenis suratnya yaitu surat 
masuk dan surat keluar kemudian surat-surat yang masuk disimpan dalam 
lemari surat yang tersedia. Sebelum surat masuk dan surat keluar di 
arsipkan terlebih dahulu surat-surat tersebut di perbanyak/dicopy dan di 
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scan lalu setelah di scan praktikan mengirimkan e-mail data yang discan 
kepada pihak-pihak yang terkait. Surat masuk dan surat keluar di arsipkan 
dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 
2. Membantu Pembuatan surat Tugas dan lembar disposisi dengan 
menggunakan sistem SIMAR BPK RI 
Dalam melakukan pekerjaan ini, sebelumnya praktikan diberikan 
contoh cara membuat surat tugas dan lembar disposisi. Setelah praktikan 
mengerti dan paham, praktikan melakukan pengetikan surat dengan 
menggunakan komputer dengan contoh yang diberikan sebelumnya dan 
format surat yang telah disediakan pada sistem SIMAR. Pada sistem 
SIMAR, sudah terdapat format surat sehingga memudahkan praktikan 
dalam pembuatan surat tugas.  
Setelah surat tugas selesai dibuat, surat tugas tersebut di print 
bersamaan dengan lembar disposisi. Dan terkait dengan lembar disposisi, 
praktikan melakukan pekerjaan dengan meminta tanda tangan kepada 
kepala sub auditorat 2B untuk legalisasi surat yang dikeluarkan. Lembar 
disposisi adalah lembaran yang berisi perintah sebagai respon atas surat 
yang masuk, kemudian akan diteruskan ke bagian mana surat itu dikirim. 
Dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan selalu diawasi oleh 
karyawan lain (staf MIA KN II-2B) dan diberi arahan agar sesuai dengan 
ketentuan yang seharusnya sehingga meminimalisir kesalahan pada saat 




3. Menginput dan memeriksa tagihan piutang 
Dalam pekerjaan ini, praktikan melakukan pekerjaan dengan 
menginput dan memeriksa tagihan piutang. Pada saat menginput tagihan 
piutang, praktikan menginput dengan menggunakan Laptop pada 
Microsoft excel. Pada Microsoft excel sudah terdapat format untuk 
menginput tagihan piutang sehinggan praktikan dengan mudah 
memasukan data tagihan piutang. Setelah selesai menginput tagihan 
piutang, hasil pekerjaan yang praktikan lakukan, di periksa oleh karyawan 
MIA KN II-2B apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. 
Selanjutnya praktikan membantu karyawan MIA KN II-2B memeriksa 
tagihan piutang dari perusahaan lain atau instansi-instansi terkait. 
4. Menginput data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke dalam aplikasi 
Sistem Pemeriksaan (SMP) BPK RI 
Dalam melakukan pekerjaan ini, praktikan menggunakan perangkat 
komputer yang terakses oleh jaringan internet lokal. Pekerjaan ini 
dilakukan dengan cara memasukkan data Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) suatu entitas oleh auditor berupa peng-input-an temuan-temuan 
pada LHP Sistem Pengendalian Intern dan LHP Kepatuhan ke dalam 
aplikasi Sistem Pemeriksaan BPK RI (SMP). Aplikasi ini menjalankan 
fungsi sebagai pengelola seluruh data dan informasi manajemen 
pemeriksaan maupun pelaksanaan pemeriksaan, dengan tujuan untuk 
menciptakan standar kerja elektronik dengan menggunakan software serta 
menciptakan intergrasi dengan sistem aplikasi yang lainnya. 
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Awal melakukan pekerjaan ini, praktikan dijelaskan terlebih 
dahulu cara-cara memasukan data LHP ke SMP selanjutnya praktikan 
langsung mempraktikannya dengan pengawasan dari pembimbing PKL di 
sub bagian MIA KN II-2B. Ketika masuk ke dalam input LHP berupa 
temuan-temuan yang ada, hal utama yang harus dilakukan adalah 
memasukkan ID dan password pengguna SMP pada kolom yang 
disediakan. Lalu, klik log in dan secara otomatis akan langsung masuk ke 
dalam akun pengguna sebagai input-ter data. Dalam tahap pemasukan data 
ini menggunakan fitur SMP Pelaporan Pemeriksaan berupa aktivitas 
merekam, mengedit, menghapus LHP, Temuan dan Rekomendasi, serta 
menampilkan LHP yang ada di BPK berdasarkan keyword tertentu.  
5. Membantu dalam pengecekan nota dinas auditor 
Dalam pekerjaan ini, praktikan melakukan pengecekan nota dinas 
auditor dengan cara membaca kembali apa yang telah ditulis telah sesuai 
dengan tujuan pembuatan nota dinas itu atau belum. Dan termasuk dalam 
pengecekan nama-nama auditor yang ditugaskan dalam tugas pemeriksaan 
laporan keuangan entitas. Selain melakukan pengecekan nota dinas, 
praktikan juga membantu karyawan MIA KN II-2B untuk membuat nota 
dinas dan mendistributorkan nota dinas tersebut kepada auditor yang di 





6. Membantu menginput Surat Setoran Pajak (SSP) menggunakan mesin 
ketik elektronik 
Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberikan tugas 
untuk memasukkan data objek pajak yang akan melakukan pembayaran 
pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dengan diawasi oleh pembimbing 
PKL dari MIA KN II-2B. Data yang dimasukkan adalah jumlah yang telah 
diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku 
pada tiap penerimaan gaji maupun honor auditor setelah kegiatan 
pemeriksaan. Dalam memasukan data objek pajak ini, praktikan 
menggunakan mesin ketik elektronik terbaru sehingga memudahkan 
praktikan pada saat menginput Surat Setoran Pajak (SSP). 
7. Memilah dokumen dan memperbanyak dokumen 
Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan membantu memilah 
dokumen-dokumen yang ada untuk diinput dan diarsipkan. Selain itu, 
praktikan juga melakukan pekerjaan memperbanyak dokumen dengan 
meng-copy dokumen yang diperlukan. Pada awal melaksankan Praktik 
Kerja Lapangan, Praktikan diajarkan cara melakukan memperbanyak 
dokumen dengan memfotocopy dan menscan dokumen menggunakan 
mesin fotocopy-an. 
 
C. Kendala yang Dihadapi  
Selama satu bulan praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di instansi Pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan 
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Republik Indonesia, praktikan menyadari bahwa adanya beberapa kendala 
yang praktikan alami yang muncul dari internal instansi maupun dari dalam 
diri praktikan sehingga sedikit menghambat praktikan dalam melaksanakan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kendala-kendala yang praktikan 
alami yaitu berupa: 
1. Motivasi dan semangat praktikan dalam menjalani Praktik Kerja 
Lapangan mengalami peningkatan dan penurunan. 
2. Praktikan merasa sedikit canggung pada saat bekerja dengan pegawai 
instansi pemerintah karena mereka merupakan karyawan yang telah 
berpengalaman dan handal di bidangnya sehingga praktikan merasa 
takut melakukan kesalahan dan karena lingkungan kerja yang baru juga 
bagi praktikan. 
3. Praktikan merasa sulit pada saat menginput data SSP karena kertas SSP 
yang terlalu tipis sehingga membuat tulisan maupun angka nominal 
kurang jelas dan rentan rusak. 
4. Praktikan merasa kesulitan pada saat menginput rincian anggaran biaya 
atau kertas kerja karena terlalu banyak data yang harus dihitung dan 
membuat praktikan bingung. 
5. Praktikan merasa sulit pada saat melakukan distribusi nota dinas kepada 
auditor karena perbedaan gedung dan belum mengenal dan hafal secara 





D. Cara Mengatasi Kendala  
Dalam menghadapi kendala yang tersebut, maka cara-cara yang 
praktikan lakukan untuk mengatasi nya, adalah sebagai berikut:  
1. Motivasi merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan 
mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan atau goal-directed 
behaviour
2
. Rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, 
tidak hanya menerima tetapi mencari tanggung kawab dan ada 
kemampuan besar dalam kecedikan, kualitas dan daya imajinasi untuk 
memecahkan masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada 
seluruh pegawai
3
Oleh sebab itu, praktikan berusaha untuk selalu 
bersemangat dan termotivasi dalam menjalani kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) agar tujuan dari PKL dapat tercapai dan tugas-tugas 
yang diberikan oleh pembimbing PKL dapat terselesaikan tempat pada 
waktunya serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.  
2. Praktikan berusaha melakukan pendekatan kepada karyawan Sub Bagian 
Manajemen Intern Auditorat KN II-2B. Praktikan berusaha aktif 
berinteraksi dengan mereka, seperti banyak bertanya mengenai kegiatan 
instansi terutama yang berkaitan dengan akuntansi, struktur organisasi, 
serta sistem tata kerja nya sehingga suasana dapat mencair, karena 
komunikasi antar pribadi dipandang sebagai cara dasar untuk 
                                                          









3. Praktikan lebih berhati-hati dan teliti dalam menginput SSP serta banyak 
bertanya kepada pembimbing PKL bagaimana cara menginput SSP yang 
baik dengan menggunakan mesin ketik elektronik, sehingga dapat 
mengurangi risiko terjadinya salah input. 
4. Praktikan meminta bantuan kepada staf untuk memberikan bimbingan dan 
pengarahan dalam proses penginputan laporan rincian anggaran biaya 
tersebut.  
5. Praktikan berusaha aktif untuk bertanya kepada karyawan untuk 
memberitahu kepada praktikan dimana tempat/ruangan auditor lain yang 
harus mendapatkan surat tugas. 
 
 
                                                          





A. Kesimpulan  
Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu bentuk pendidikan dengan 
cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi 
dengan tugas langsung di lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan 
instansi pemerintas setempat. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakah suatu 
program yang digunakan oleh perguruan tinggi agar mahasiswa dapat 
memiliki gambaran yang lebih nyata tentang dunia kerja setelah mendapatkan 
segala materi dan teori pembelajaran dalam kegiatan perkuliahan serta 
mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan 
disiplin dan pengembangan karier. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu 
yang telah diperoleh di kampus. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu 
wujud relevansi antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan 
praktik yang ditemui baik dalam dunia usaha swasta maupun pemerintah. 
Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan harus sesuai 
dengan program studi dan bidang konsentrasi mahasiswa. Dengan adanya 
Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat lebih mengenal dan mengetahui 
dunia kerja secara nyata sehingga pengetahuan praktikan akan dunia kerja 
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menjadi bertambah luas serta praktikan mendapatkan pengalaman dan ilmu 
yang tidak diperoleh pada saat kegiatan perkuliahan. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Sub Bagian 
Manajemen Intern Auditorat II-2B, Bagian Auditorat Keuangan Negara II, , 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang beralamatkan di Jalan 
Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat 10210. Pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL)  berlangsung selama satu bulan terhitung sejak tanggal 10 
Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014, dengan lima hari kerja yaitu 
hari Senin - Jum’at, yaitu mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB dan pukul 07.30 – 
15.30 WIB (pada bulan ramadhan).  
Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, praktikan 
dapat mengetahui penerapan akuntansi di lingkungan pemerintahan secara 
nyata terutama dalam bidang pemeriksaan akuntansi (pengauditan). Kegiatan 
yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL)  antara lain: membantu  mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan 
surat keluar dalam jurnal surat,  membantu membuat surat tugas dan lembar 
disposisi dengan sistem SIMAR BPK RI, menginput dan memeriksa tagihan 
hutang, menginput Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke dalam Sistem 
Pemeriksaan (SMP) BPK, membantu mengecek nota dinas auditor, membantu 
input Surat Setoran Pajak (SSP) menggunakan mesin ketik elektri, Memilah 
dokumen transaksi, dan Memperbanyak dokumen. 
Salah satu penerapan akuntansi dibidang pemeriksaan akuntansi yang 
praktikan dapatkan adalah praktikan dapat memahami praktik kegiatan dalam 
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menginput Surat Setoran Pajak (SSP) dan menginput data LHP (Laporan Hasil 
Pemeriksaan) oleh BPK serta praktikan lebih memahami dalam penghitungan 
tagihan piutang pada suatu entitas secara nyata. 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
praktikan mendapat informasi tentang jobdesc pekerjaan dan bimbingan dari  
pembimbing PKL yang merupakan salah satu karyawan dari Sub MIA KN II-
2B sehingga dapat memudahkan praktikan dalam melakukan pekerjaan yang 
diberikan. Kendala-kendala yang timbul saat melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan telah dialami oleh praktikan, namun semua kendala dapat ditangani 
sehingga pekerjaan yang dilakukan praktikan dapat terselesaikan tepat waktu. 
Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pemeriksa 
Keuangan, kedisiplinan, kemandirian, dan kejujuran serta profesionalisme 
sangat dibutuhkan karena keempat hal tersebut merupakan bagian dari nilai-




Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pemeriksa Keuangan, maka 
praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian 
hari agar pelaksanaan PKL yang jauh lebih baik lagi bagi semua pihak. 
Adapun saran yang diberikan praktikan ialah sebagai berikut:  
1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL  
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a. Mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan segala hal yang 
berkaitan dengan pelaksanaan PKL, mulai dari mencari tempat PKL 
hingga berkonsultasi dengan dosen atau penasihat akademik, sehingga 
tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.  
b. Mahasiswa sebaiknya melakukan survei kepada tempat PKL yang 
dituju sebelum membuat surat permohonan izin PKL, untuk 
memastikan tempat PKL yang dipilih benar-benar sesuai dengan 
bidang konsentrasi nya sehingga dapat memudahkan dalam 
penyusunan laporan PKL.  
c. Mahasiswa hendaknya senantiasa meningkatkan kemampuan diri 
khususnya untuk bidang pekerjaan PKL yang dijalani, sehingga dapat 
memudahkan dalam menjalankan pekerjaan di tempat PKL. 
d. Mahasiswa hendaknya dapat bersosialisasi dan menciptakan 
hubungan yang baik dengan karyawan tempat PKL, serta selalu 
mengikuti peraturan yang berlaku di tempat PKL, sehingga dapat 
menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas 
Ekonomi.  
2. Bagi Perguruan Tinggi 
a. Pihak Perguruan Tinggi sebaiknya memberikan pelatihan dan 
bimbingan secara rutin kepada mahasiswa yang akan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga praktikan dapat lebih 
menguasai materi tentang Praktik Kerja Lapangan dan terampil 
dalam menjalankan pekerjaan di tempat PKL. 
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b. Pihak Perguruan tinggi dan pihak Instansi/Perusahaan menjalin 
hubungan yang baik dengan lebih berkomunikasi dan mengunjungi 
tempat PKL pada saat praktikan melaksanakan kegiatan PKL 
sehingga kerjasama antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan 
lancar dan pihak perguruan tingi dapat memantau kegiatan praktikan 
secara langsung saat menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). 
3. Bagi Instansi/ Perusahaan  
a. Pihak instansi/perusahaan diharapkan dapat lebih memberikan 
bimbingan dan pengarahan terhadap praktikan, sehingga praktikan 
mendapat gambaran yang jelas mengenai pekerjaan yang akan 
dilakukan khususnya pekerjaan di bidang akuntansi. 
b. Pihak instansi/perusahaan diharapkan dapat lebih peduli dan 
memperhatikan praktikan yang sedang melakukan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dengan memberikan bimbingan rutin kepada 
praktikan sehingga tujuan praktikan dan intansi/ perusahaan dapat 
tercapai dengan baik.  
c. Pihak instansi/perusahan diharapkan lebih mengutamakan memberi 
pekerjaan kepada praktikan sesuai dengan bidang yang dikuasai oleh 
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Lampiran 4 Rincian Tugas Pelaksanaan Paktek Kerja Lapangan (PKL) 














Selasa, 10 Juni 2014  Pengarahan dan bimbingan dari 
kepala seksi Manajemen Intern 
Auditorat Keuangan Negara II.B 
 Perkenalan dengan semua 
karyawan Manajemen Intern 
Auditorat Keuangan Negara II.B  
 Penjelasan mengenai tugas dari 
Manajemen Intern Auditorat 






 Penjelasan Mengeni sistem 
administrasi surat dengan 
meggunakan software Sistem 
Manajemen Arsip (SIMAR) BPK 
RI 
 Penjelasan mengenai cara 
menginput surat masuk dan 















Rabu, 11 Juni 2014  Menginput surat masuk 
Manajemen Intern Auditorat 
Keuangan Negara II.B pada 
sofware SIMAR BPK RI 
 Membuat Nota Dinas dalam 









3. Kamis, 12 Juni 2014  Membantu membuat surat Tugas  
Bapak Baim 
 Membantu memilah dokumen 
tagihan hutang dari hotel mulia  
 
Ibu Ayu 
 Menginput surat masuk 
Manajemen Intern Auditorat 
Keuangan Negara II.B pada 
sofware SIMAR BPK RI 
 Memperbanyak dokumen Nota 




4.  Jum’at, 13 Juni 2014  Membantu Membuat Daftar 
Honorarium narasumber 
 Membantu merekap invoice 
Grand sahid jaya 
 Membantu memeriksa 





5. Senin, 16 Juni 2014  Membantu mengerjakan Rincian 
Biaya Pemeriksaan 
 Membantu membuat biaya 
operasional pemeriksaan 
Auditorat II.B 
 Membantu membuat SPJ 
penerimaan uang kegiatan 
pemeriksaan 





 Membantu menginput data 
karyawan MIA AKN II.A, B, dan 
C 







6.  Selasa, 17 Juni 2014  Menginput rincian biaya 
pemeriksaan 
 Membantu mendata karyawan 
MIA AKN II.B.2 dan II.B.1 yang 
mengikuti PKU 
 Membantu memeriksa Sumber 





 Membantu membuat surat tugas 
danmendistributorkan ke 
karyawan MIA AKN II 
Ibu Febri 
7. Rabu, 18 Juni 2014  Menginput Surat Masuk dalam 
software SIMAR BPK RI 
 Memperbanyak dokumen 
 Membantu mendata SP2P 
 Membantu menghitung Daftar 





8. Kamis, 19 Juni 2014  Membuat surat tugas 
 Mendistributorkan surat dinas ke 
bagian SDM 
 Mengarsipkan surat masuk 
 Membantu membuat kwitansi 
 
Bapak Baim 
9. Jum’at, 20 Juni 2014 Sakit  
10.  Senin, 23 Juni 2014  Membantu menginput surat 
masuk 
 Mendistributorkan laporan 
keuangan ke biro keuangan 
 Mendata absensi karyawan 




11. Selasa, 24 Juni 2014  Membantu menghinput surat 
masuk 
 Membuat lembar disposisi 





12.  Rabu, 25 Juni 2014  Membantu merevisi laporan 
keuangan 
 Membantu mendata tagihan 







13. Kamis, 26 Juni 2014  Membantu memperbanyak 
laporan keuangan 
 Menginput surat masuk 




14. Jum’at, 27 Juni 2014  Membantu mendata daftar nama 
pegawai dan jumlah buku yang 
akan di bagikan 
 Membantu memeriksa daftar 
honorarium narasumber 
 Membantu merevisi laporan 
keuangan 
 Membantu mengisi surat setoran 




15. Senin, 30 Juni 2014  Membantu mengisi Surat Setoran 
Pajak dengan Mesin keik 
Elektronik 
Bapak Baim 
 Menginput Surat Masuk dan 




16. Selasa, 1 Juli 2014  Menginput surat masuk dan 
keluar dalam jurnal surat 
 Menginput Surat Masuk dan 




17. Rabu, 2 Juli 2014  Membantu mendata surat tugas 
 Membantu menomorkan SP2P 





18. Kamis, 3 Juli 2014  Membantu memeriksa kebenaran 
laporan keuangan 
 Membantu mengarsipkan surat 




19. Jum’at, 4 Juli 2014  Membantu mendata SPBJ, SP2P 




20. Senin, 7 Juli 2014  Mengarsipkan SP2P 
 Membuat Laporan Keuangan 
 Memperbanyak laporan keuangan 
 Mendistributorkan laporan 
keuangan ke biro keuangan dan 
biro perbendaharaan 
 Mendistributorkan SP2P ke biro 
SDM 
 Mendistributorkan nota dinas ke 
Tortama 





21. Selasa, 8 Juli 2014  Membantu mencatat surat masuk 
ke dalam jurnal surat 
 Memperbanyak dokumen SP2P 
 Mendistributorkan nota dinas ke 
Biro keuangan dan biro psmk 
 Membantu mengambil slip gaji di 
bagian sdm 





22. Rabu, 9 Juli 2014 LIBUR PEMILU  
23. Kamis, 10 Juli 2014  Menomorkan SP2P 
 Membuat nota dinA 





24. Jum’at, 11 Juli 2014  Membantu merevisi laporan 
keuangan 
 Mengantarkan laporan keuangan 
ke biro keuangan 

































































Lampiran 11 Contoh Data Surat Masuk 
 
 








Lampiran 13 Contoh Rekap Surat Masuk dan Surat Keluar  
 


























Lampiran 17 Contoh Daftar Penerimaan Biaya ATK Pemeriksaan 
 









Lampiran 19 Contoh Sunber Daya Mineral di Jakarta 
 















































Lampiran 24 SP2P  
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